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    KECAMATAN SUKASARI  

IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

Dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sukasari 

2018-2023, ditetapkan bahwa visi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta 

yaitu “Mewujudkan Purwakarta Istimewa”, dimana Kecamatan Sukasari 

mengimplementasikan misi “Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan Yang 

Baik, Akuntabel dan Profesional “. Tahun 2022 adalah tahun kedua dalam 

pelaksanaan RENSTRA Kecamatan Sukasari.  

Kecamatan Sukasari sebagai Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten 

Purwakarta, yang memiliki tugas atributif dan juga tugas delegatif dari Bupati 

Purwakarta kepada Camat melakukan upaya maksimal dalam tercapainya 

tujuan PD Kecamatan Sukasari yaitu :  

1. Meningkatkan Pelayanan Masyarakat 

2. Pemenuhan Manajemen Administrasi Perkantoran 

Untuk mencapai tujuan tersebut PD Kecamatan Sukasari telah 

menetapkan 2 (Dua) sasaran antara lain :  

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat  

2. Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Manajemen Administrasi 

Perkantoran 

Dalam melaksanakan pencapaian tujuan maupun sasaran PD, 

Kecamatan Sukasari mengalami kendala-kendala yang memungkinkan 

menghalangi pencapaian. Kendala-kendala tersebut antara lain kurangnya 

kuantitas maupun kualitas SDM aparatur dan kekurangan sarana dan 

prasana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai upaya 

untuk mereduksi kendala-kendala tersebut PD Kecamatan Sukasari telah 

mengajukan pada PD terkait kepegawaian yaitu BKPSDM Kabupaten 

Purwakarta untuk menambah jumlah aparatur di Kecamatan Sukasari dan 

melaksanakan kegiatan Pembinaan Aparatur maupun mengikutsertakan 

aparatur-aparatur pada kursus-kursus dan pelatihan-pelatihan untuk 

pengembangan kualitas dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. 
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Untuk usaha dalam mereduksi kendala kekurangan sarana dan prasana 

dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Sukasari 

mencoba memenuhi semua pengadaan sarana prasarana sesuai dengan 

kebutuhan selama Tahun Anggaran 2022. 

Dalam tahun 2022 Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta 

menetapkan sebanyak 2  ( Dua ) sasaran dengan 2 ( Dua ) indikator kinerja 

sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja 

Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat 

dijelaskan sebagai berikut :  

 Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100%  

 Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 86,35 %  

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, 

sudah memenuhi target dan belum memenuhi target yang ditetapkan dalam 

perjanjian kinerja, tetapi sudah melaksanakan sesuai dengan perjanjian 

kinerja  

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan 

pada Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta dalam rangka mencapai 

target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Sukasari Tahun Anggaran 2022 

sebesar Rp. 3.365.926.071 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 

2.906.606.091 atau 86.35 %. 
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KATA PENGANTAR 

Puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan 

rahmat-Nya, sehingga Kecamatan Sukasari dapat menyelesaikan penyusunan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah Kecamatan Sukasari Tahun 

2022, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 

1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme, Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan 

Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang 

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

Secara substantif Laporan Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah 

Kecamatan Sukasari merupakan sarana perjanjian kinerja dalam rangka 

mengimplementasikan system akuntabilitas instansi pemerintah yang 

menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan 

visi Kecamatan Sukasari, sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan 

yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan Clean Government dan 

Good Governance. 

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instasi Pemerintah ini bermanfaat 

dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan 

penataan serta peningkatan kinerja. 

 

Purwakarta,       Januari 2023 

Camat Sukasari 

 

  

 

 

       BAYU PERMADI, S.Sos, M.Si 

              NIP. 19690222 200701 1 006 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang 

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintahan yang Baik (good 

government) diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung 

jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, 

berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi 

dan nepotisme. 

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan 

pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan 

sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan strategis yang ditetapkan 

oleh masing-masing instansi. 

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan 

kepada atasan masing-masing yang menggambarkan kinerja instansi 

pemerintah yang bersangkutan melalui Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 

Tentang Sisitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  

Kantor Kecamatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

memiliki kewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata 

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  

Dengan semangat menuju “MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA” 

dan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih (Clean Government) 

menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good government), sebagai 

pertanggungjawaban amanat tersebut diatas, maka melalui Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas 



7 
 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kecamatan Sukasari telah 

melaksanakannya, yang kemudian tersusun dalam bentuk Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 adalah: 

1 .  mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang telah 

dilaksanakan; 

2 .  memperoleh informasi mengenai kinerja program dan kegiatan dalam 

satu tahun anggaran; 

3 .  mengevaluasi kinerja dan memperbaiki serta sebagai bahan 

perencanaan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya ; 

4 .  Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang;  

5. Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan Pemerintahan yang 

bersih (clean government) menuju Pemerintahan yang baik (good 

government), dan untuk memenuhi tiga pilar utama yaitu akuntabilitas, 

tranparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

 

1.2. Landasan Hukum 

Dasar hukum perlunya menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi pemerintah (LAKIP) bagi setiap instansi adalah berlandaskan pada : 

1. TAP-MPR Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi,Kolusi dan 

Nepotisme. 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 

Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang 

Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 

dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2851); 

3. Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara 

yang bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme. 
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4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan 

antara Pusat dan Daerah 

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234) 

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) 

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara 

Pertanggung Jawaban Kepala Daerah 

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 5887) 

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Peraturan Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

13. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 2036) 

14. Surat Keputusan Kepala LAN-RI Nomor : 239/IX/6/6/2013 tanggal 25 

Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta 

(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 148) 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta 

Tahun 2018-2023 

 

1.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi  Kecamatan Jatiluhur 

1.3.1 Struktur Organisasi  

Berdasarkan  Peraturan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Purwakarta, dan  Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 

2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, maka 

susunan organisasi Kecamatan Sukasari terdiri dari: 

1. Camat 

2. Sekretaris Camat 

3. Subbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaopran 

4. Subbag Kepegawaian dan Umum 

5. Seksi Tata Pemerintahan 

6. Seksi Ketebtraman dan Ketertiban 

7. Seksi Ekonomi dan Pembangunan 

8. Seksi Kesejahteraan Sosial 

9. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 

 

1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi  Kecamatan Sukasari 

 Penjabaran tugas dan fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati 

Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata 

Kerja Kecamatan adalah sebagai-berikut : 

 Camat  

mempunyai perincian tugas sebagai berikut: 
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a. memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas kecamatan; 

b. memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

umum; 

c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;  

d. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban 

umum; 

e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Bupati;  

f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 

g. memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi di 

kecamatan 

h. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang 

dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; 

i. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan 

evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan 

publik pemerintahan desa dan/atau kelurahan; 

j. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten 

yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/ 

kota yang ada di kecamatan;  

k. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan; 

l. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi 

Camat; 

m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati dan/atau 

peraturan perundang-undangan; 

n. menyusun laporan pelaksanaan tugas kecamatan. 

Selain melaksanakan perincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Camat melaksanakan tugas  yang  dilimpahkan  oleh bupati  

untuk  melaksanakan  sebagian  Urusan Pemerintahan  yang  menjadi  

kewenangan  Daerah 
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 Sekretaris Camat 

 Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas menyelenggarakan 

urusan kesekretariatan yang meliputi perencanaan dan pelaporan, 

penatausahaan keuangan, kepegawaian, dan urusan administrasi umum 

kecamatan. 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Sekretaris mempunyai fungsi: 

a. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan; 

b. pengkoordinasian penatausahaan keuangan; 

c. pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian; 

d. pengkoordinasian pengelolaan administrasi umum yang meliputi 

administrasi naskah dinas, sarana dan prasarana kerja, 

kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan kecamatan; 

e. pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan; 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris mempunyai perincian tugas: 

a.  menyusun rencana kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas; 

b.  mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan 

kecamatan; 

c.  menyelenggarakan penatausahaan keuangan kecamatan; 

d.  mengkoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian; 

e.  mengkoordinasikan pengelolaan administrasi naskah dinas;  

f.  mengkoordinasikan pengelolaan sarana dan prasana kerja kecamatan; 

g. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan; hubungan 

masyarakat dan keprotokolan kecamatan; 
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h. memberikan layanan kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup 

kecamatan;  

i.  mengkoordinasikan penunjukan pengelola program dan kegiatan lingkup 

kecamatan; 

j. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan; 

k. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kesekretariatan 

kepada atasan; 

l. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi 

sekretaris; 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup 

tugas dan fungsinya; 

n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau 

kegiatan Sekretaris kepada camat. 

 

 Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan 

 Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan dipimpin oleh 

seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada sekretaris, yang mempunyai tugas menyusun dokumen perencanaan 

dan pelaporan, serta menyelenggarakan penatausahaan keuangan. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian 

Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai fungsi: 

a. penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan; 

b. penatausahaan keuangan kecamatan, yang meliputi penganggaran, 

perbendaharaan, dan akunting; 

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2), Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan 

mempunyai perincian tugas: 

a. menyusun rencana kerja Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan 

Pelaporan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
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b. menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;  

c. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku pejabat 

penatausahaan keuangan di lingkup kecamatan; 

d. menyusun dan mengusulkan nama-nama calon bendahara  di lingkup 

Kecamatan; 

e. membina, mengawasi bendahara sesuai ketentuan yang berlaku; 

f. memimpin dan mengatur pengadministrasian dan pelaksanaan 

pembayaran gaji;  

g. mengoordinasikan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, 

pertanggungjawaban, dan pembukuan keuangan; 

h. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan  barang dan jasa yang 

disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disaetujui oleh 

PPTK;  

i. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan 

tunjangan PNS serta penghasilan lain yang  diajukan oleh bendahara 

pengeluaran; 

j. meneliti kelengkapan SPP-UP dan SPP-GU kegiatan yang dibiayai oleh 

APBD di lingkup kecamatan; 

k. menyiapkan dokumen SPM berdasarkan usulan SPP; 

l. meneliti kelengkapan SPJ dan laporan keuangan lainnya; 

m. melakukan verifikasi harian atas pengeluaran keuangan kecamatan; 

n. menyelenggarakan akuntansi keuangan, meliputi akuntansi pengeluaraan 

kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas; 

o.  menyusun laporan berkala realisasi fisik dan keuangan kegiatan APBD di 

lingkup kecamatan; 

p. menyusun laporan keuangan kecamatan setiap triwulan dan akhir tahun; 

q. memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja dinas; 

r. mengoordinasikan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan 

dan tuntutan ganti rugi (TPTGR); 

s. melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah keuangan dengan 

satuan/unit kerja lain yang terkait; 
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t. mengatur administrasi perjalanan dinas;  

u. melaksanakan pengendalian dan pengawasan  keuangan lingkup 

Kecamatan; 

v. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perencanaan, 

keuangan, dan pelaporan kepada atasan; 

w. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi 

Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan; 

x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan 

lingkup tugas dan fungsinya; 

y. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau 

kegiatan Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan kepada 

Sekretaris.  

 

 Subbagian Kepegawaian dan Umum 

Subbagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh seorang kepala 

subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris, 

yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum 

dan kepegawaian yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, kepegawaian, 

perlengkapan, perbekalan, keperluan tulis, dan keprotokolan. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di 

atas, Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi: 

a. pengelolaan administrasi kepegawaian; 

b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi administrasi naskah dinas, 

sarana dan prasarana kerja, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, 

dan keprotokolan kecamatan; 

c. pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;  

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai 

perincian tugas : 
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a. rencana kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum, sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

b.  memberikan  layanan di bidang kepegawaian dan umum kepada unit 

organisasi lingkup kecamatan;  

c. mengelola administrasi naskah dinas kecamatan; 

d. melaksanakan  pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang 

berada dalam penguasaan kecamatan; 

e. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Kecamatan 

yang meliputi layanan admistrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala 

(KGB), daftar urut kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai 

(Karpeg), Karis/ Karsu, tunjangan anak/ keluarga, askes, taspen, taperum, 

pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, 

membuat usulan izin diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, 

usulan memberi penghargaan, memberikan layanan penilaian angka kredit 

(PAK) jabatan fungsional, pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat 

konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep 

memberi izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan 

pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan 

perpindahan/ mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, 

melaksanakan pengelolaan daftar penilaian pekerjaan pegawai (DP-3); 

f. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan 

pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup 

kecamatan;  

g. menyelenggarakan urusan kerumahtanggaan dan perjalanan dinas 

kecamatan;  

h.  menyelenggarakan urusan hubungan masyarakat dan protokoler 

kecamatan;  

i. melakukan pengadaan, pendistribusian, pencatatan, dan pemeliharaan 

sarana dan prasarana kerja; 

j. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan 

kantor; 
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k. mengelola administrasi gaji pegawai; 

l. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kepegawaian dan 

umum kepada atasan;  

m. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan  tugas dan fungsi 

Subbagian Kepegawaian dan Umum; 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan 

lingkup tugas dan fungsinya; 

o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian 

Kepegawaian dan Umum kepada Sekretaris. 

 

 Seksi Tata Pemerintahan  

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai 

tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau  

kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; serta melakukan pembinaan, 

fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa 

dan/atau kelurahan. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi 

Tata Pemerintahan mempunyai fungsi : 

a. pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di 

tingkat kecamatan; 

b. pembinaan, fasilitasi, supervisi,  dan evaluasi penyelenggaraan 

pemerintahan desa dan/atau kelurahan; 

c. pemberian layanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas 

pemerintahan diantaranya administrasi pertanahan, pajak bumi dan 

bangunan, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di 

tingkat kecamatan, dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah 

desa dan/atau kelurahan; 

d. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung 

terciptanya tata pemerintahan yang baik pada tingkat kecamatan, 

kelurahan dan/atau desa;  
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e. pelaksanaan tugas lain yang dibebankan oleh Camat sesuai dengan 

lingkup tugas dan fungsinya. 

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2), Seksi Tata Pemerintahan mempunyai perincian tugas: 

a. menyusun rencana kerja Seksi Tata Pemerintahan,  sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah lain 

dan instansi vertikal berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan; 

c. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal sebagai salah satu upaya 

guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada tingkat kecamatan, 

serta desa dan/atau kelurahan;  

d. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan 

evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; 

e. melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan dan pertanahan 

lingkup kecamatan; 

f. menyelenggarakan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); 

g. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan 

kepala daerah, dan pemilihan kepala desa; 

h. memfasilitasi penyusunan produk hukum desa dan/atau peraturan desa; 

i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, desa dan/atau 

kelurahan; 

j. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan desa dan/atau kelurahan kepada camat; 

k. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan  tugas dan fungsi 

Seksi Tata Pemerintahan; 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan 

lingkup tugas dan fungsinya. 

m. melaksanakan  evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau 

kegiatan Seksi Tata Pemerintahan kepada Camat; 
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 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang kepala 

seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang 

mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan 

program dan/atau kegiatan guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban 

umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah 

kecamatan. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi 

Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi : 

a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna 

mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta 

perlindungan masyarakat; 

b. pelaksanaan dan koordinasi penerapan serta penegakan peraturan daerah, 

peraturan bupati, dan peraturan perundang-undangan lain; 

c. pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi dan evaluasi upaya-

upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan 

bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;  

d. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan 

ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan 

masyarakat yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa 

dan/atau kelurahan; 

e. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung guna 

mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta 

perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;  

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup 

tugas dan fungsinya. 

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai 

perincian tugas: 

a. menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
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b. melakukan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, konsultasi, supervisi, dan 

evaluasi dalam menjaga situasi ketentraman dan ketertiban umum, 

kesatuan bangsa,serta mewujudkan upaya-upaya perlindungan 

masyarakat di wilayah kecamatan; 

c. memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-

upaya guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan 

bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan; 

d.  menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mewujudkan 

ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan 

masyarakat di wilayah kecamatan; 

e.  melakukan koordinasi dengan perangkat daerah lain yang terkait 

dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan 

produk hukum daerah, dan peraturan perundang-undangan lain di 

wilayah kecamatan; 

f.  melakukan usaha-usaha preventif dan represif, serta memfasilitasi 

penyelesaian perselisihan antar warga masyarakat, suku, agama, ras, dan 

antargolongan; 

g.  merumuskan bahan kebijakan penanggulangan bencana alam,  

kerusuhan sosial, dan konflik etnis; 

h.  melaksanakan koordinasi dan pembinaan untuk membantu mewujudkan 

ketahanan nasional dan kesatuan bangsa dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 

i.  melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan 

evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; 

j.  memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan 

dengan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah 

kecamatan; 

k.  mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan  tugas dan fungsi 

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 

l.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan 

lingkup tugas dan fungsinya; 
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m.  melaksanakan  evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau 

kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum kepada Camat. 

 

 Seksi Ekonomi dan Pembangunan 

Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang 

mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan 

program dan/atau kegiatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan 

pembangunan di wilayah kecamatan. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi 

Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi: 

a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna 

mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah 

kecamatan; 

b. pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap kegiatan 

ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan; 

c. pelaksanaan dan koordinasi pemeliharaan sarana, prasarana, serta 

fasilitas sosial, dan fasilitas umum di wilayah kecamatan; 

d. pelaksanaan dan koordinasi upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup, 

serta pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan  di wilayah 

kecamatan; 

e. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan kegiatan 

ekonomi dan pembangunan, yang belum dapat dilaksanakan oleh 

pemerintah desa dan/atau kelurahan; 

f. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendorong 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;  

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup 

tugas dan fungsinya. 

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2), Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai perincian 

tugas : 
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a. menyusun rencana kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan,  sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan 

(Musrenbang)  tahunan, dan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut 

serta dalam kegiatan tersebut, baik yang diselenggarakan di  kecamatan 

ataupun di desa dan/atau kelurahan; 

c. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, koordinasi, konsultasi, dan 

evaluasi untuk pengembangan Usaha Ekonomi Desa (UED) dan Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDES) yang ada di kecamatan;  

d. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain dalam 

pemeliharaan sarana dan prasarana, serta fasilitas sosial dan fasilitas 

umum; 

e. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam memberikan 

layanan kepada masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan 

pembangunan di wilayah kecamatan; 

f. melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan program pembangunan 

desa, teknologi tepat guna, lembaga-lembaga/organisasi masyarakat 

pelaku pembangunan di tingkat desa dan kelompok masyarakat yang 

mengelola usaha ekonomi, perkreditan maupun usaha produksi; 

g. melakukan pembinaan,  fasilitasi, supervisi,  konsultasi, koordinasi, dan 

evaluasi  penyelenggaraan urusan ekonomi dan pembangunan 

pemerintahan desa dan/atau kelurahan; 

h. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendorong 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan; 

i. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam 

pembangunan sarana dan prasarana wilayah, serta pengembangan potensi 

ekonomi daerah; 

j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan 

dengan kegiatan ekonomi dan  pembangunan  di wilayah kecamatan; 

k. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan  tugas dan fungsi 

Seksi Ekonomi dan Pembangunan; 
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l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan 

lingkup tugas dan fungsinya; 

m. melaksanakan  evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau 

kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan kepada Camat. 

 

 Seksi Kesejahteraan Sosial  

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang kepala seksi yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai 

tugas  mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau 

kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi 

Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi: 

a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 

b. pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-

upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis swadaya 

masyarakat; 

c. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-

upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang belum dapat 

dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan; 

d. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan 

pencegahan dan penanggulangan bencana;  

e. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-

upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencegahan dan 

penanggulangan bencana;  

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup 

tugas dan fungsinya. 

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2), Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai perincian tugas : 

a. menyusun  rencana kerja kerja Seksi Kesejahteraan Sosial, sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 
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b. mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat; yang meliputi pemberian 

bantuan sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, 

kebudayaan, pembinaan generasi muda, dan olah raga; 

c. melakukan pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi 

terhadap upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang 

berbasis swadaya masyarakat; 

d. memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-

upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang belum dapat 

dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan; 

e. mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan 

pencegahan serta penanggulangan bencana;  

f. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-

upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencegahan dan 

penanggulangan bencana;  

g. menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melakukan upaya-upaya 

pencegahan dan penanggulangan bencana;  

h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan 

dengan kegiatan peningkatan  kesejahteraan masyarakat, serta upaya-

upaya pencegahan dan penanggulangan bencana; 

i. melakukan pembinaan,  fasilitasi, supervisi,  konsultasi, koordinasi, dan 

evaluasi  penyelenggaraan urusan kesejahteraan pemerintahan desa 

dan/atau kelurahan; 

j. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan  tugas dan fungsi 

Seksi Kesejahteraan Sosial; 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan 

lingkup tugas dan fungsinya; 

l. melaksanakan  evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau 

kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial kepada Camat. 
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 Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang kepala 

seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang 

mempunyai tugas  mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan 

program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa. 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi: 

a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan 

pemberdayaan masyarakat dan desa; 

b. pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-

upaya pemberdayaan masyarakat dan desa; 

c. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-

upaya pemberdayaan masyarakat dan desa; 

d. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-

upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;  

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup 

tugas dan fungsinya. 

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai 

rincian tugas: 

a. menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menyusun  rencana kerja kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

c. mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan 

pemberdayaan masyarakat dan desa; 

d. melakukan pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi 

terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa berbasis 

swadaya masyarakat; 
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e. memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-

upaya pemberdayaan masyarakat dan desa yang belum dapat 

dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan; 

f. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-

upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;  

g. menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain guna 

pemberdayaan masyarakat dan desa;  

h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan 

dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa; 

i. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan 

evaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat 

pemerintahan desa dan/atau kelurahan; 

j. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan  tugas dan fungsi 

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan 

lingkup tugas dan fungsinya; 

l. melaksanakan  evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau 

kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Camat. 

1.4 GAMBARAN UMUM KECAMATAN SUKASARI 

Kedudukan Camat sebagai Kepala Kecamatan Sebagai perangkat daerah 

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekertaris 

daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 

  Kecamatan Sukasari mempunyai luas merupakan salah satu kecamatan 

di Kabupaten Purwakarta dengan batas wilayah  dan jumlah Desa di 

Kecamatan sebagai berikut: 

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Karawang 

-  Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Cianjur 

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jonggol Kabupaten Bogor 

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Jatiluhur 
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Untuk lebih jelasnya berkaitan dengan luas wilayah dapat dilihat dalam 

tabel berikut : 

Pembagian Wilayah  

di Kecamatan Sukasari 

 

Kawasan Pertanian 

Posisi Kecamatan Sukasari yang berada diantara pegunungan yaitu 

Pegunungan Dinding Ari dan Pegunungan Sangga Buana. Sebagian besar 

masyarakat Kecamatan Sukasari bekerja pada pertanian lahan sawah. Selain 

itu di wilayah Desa Kertamanah Desa Ciririp, Desa Sukasari dan Desa Parung 

Banteng juga dikembangkan tanaman berupa Kopi dan Gula Aren.  

Kawasan Pariwisata 

Sebagai kawasan pariwisata, Kecamatan Sukasari didukung oleh tempat 

wisata Parang Gombong, Curug Tilu dan Wisata Curug Cimata Indung. 

Pembangunan sarana dan prasarana penunjang tempat wisata diharapkan 

akan menjadi daya tarik bagi para wisatawan untuk mengunjungi Wisata 

tersebut. 

 

Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam pengelolaan 

pembangunan yang secara dinamis mampu mengelola faktor-faktor lainnya 

untuk mencapai produktifitas sumber daya yang optimal. 

 

1.5 Sistematika  

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sukasari 

Tahun 2022 adalah:  

BAB I PENDAHULUAN  

NO DESA 
JUMLAH 

RT RW 

1 Parungbanteng 15 7 

2 Sukasari 14 7 

3 Ciririp 18 10 

4 Kertamanah 14 7 

5 Kutamanah 17 6 

 JUMLAH 78 37 
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Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi 

SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.  

BAB II PERENCANAAN KINERJA  

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu  

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA  

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja  

BAB IV PENUTUP 
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

2.1. RENCANA STRATEGIS 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis disusun untuk 

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah disebutkan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perngkat Daerah 

(Renstra-SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima 

tahunan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada, 

Renstra Kecamatan Sukasari merupakan dokumen perencanaan yang bersifat 

indikatf yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi meliputi Keijakan 

dan Program yang realistis untuk kurun waktu lima tahun 2018-2023.  

Rencana strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan 

mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi yang 

mencakup sejumlah langkah atau taktik yang digunakan dalam rangka 

pencapaian tujuan. Dengan perencanaan strategis, Kecamatan Sukasari 

diharapkan dapat membangun strategi sebagai bagian penting berorientasi 

pada hasil yang diinginkan di masa mendatang. Dengan penetapan visi, misi 

dan strategi yang jelas dan tepat, maka Kecamatan Sukasari diharapkan akan 

dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. 

Berkaitan dengan hal tersebut berikut ini akan diuraikan tentang visi, misi 

dan factor-faktor kunci keberhasilan. Rencana strategis mengandung visi, 

misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi 

kebijakan, program, dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi 

perkembangan masa depan. Oleh karena itu, visi Kecamatan Sukasari adalah 

sebagai berikut 
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2.1.1. Visi 

mengacu dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta, pemerintah Kecamatan 

Sukasari sebagai Perangkat daerah telah merumuskan visi yang tidak terlepas 

dari visi Kabupaten Purwakarta, yaitu : “ MEWUJUDKAN PURWAKARTA 

ISTIMEWA ”. 

Berdasarkan perumusan visi Kabupaten Purwakarta tersebut dan dengan 

mempertimbangkan kondisi umum Kecamatan Sukasari serta perkiraan 

potensi yang dapat dikembangkan di masa datang. 

 

2.1.2. Misi 

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, 

dirumuskan dalam misi, yaitu :  

“Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik, Akuntabel dan 

Profesional “ 

Untuk meningkatkan kualitas Renstra Kecamatan Sukasari, maka 

dilakukan reviu Renstra secara berkal,. berikut merupakan Misi Tahun 2018-

2023: 

Tabel 2.1 Misi  

Tahun 2018-2023 

MISI 

Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik, Akuntabel dan Profesional 

 

2.1.3. Tujuan dan Sasaran 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas perlu dijabarkan dalam 

bentuk tujuan yang lebih spesifik, terukur, sehingga menjadi pedoman dan 

sasaran kinerja bagi unsur organisasi kecamatan, sedangkan tujuan dari misi 

Kecamatan Sukasari  yaitu : 

a. Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif  

b. Sasaran ini adalah : 

 Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Publik Kecamatan  
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 Terpenuhinya Dukungan Manajemen 

Tabel 2.2 

Tujuan Kecamatan Sukasari Tahun 2018-2023 

Misi Tujuan 

Meningkatkan Tatakelola 

Pemerintahan Yang Baik, 

Akuntabel dan Profesional 

Mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik dan efektif 

 

Tabel 2.3 

Sasaran Kecamatan Sukasari  

Tahun 2018-2023 

Sasaran Indikator Sasaran 

Meningkatnya Kinerja dan 

Pelayanan Publik Kecamatan 

Nilai Indeks Kepuasan  masyarakat 

terhadap Pelayanan Masyarakat 

Terpenuhinya Dukungan 

Manajemen 

Tingkat Pemenuhan Dukungan 

Manajemen Perkantoran 

 

2.1.4. Strategi dan Kebijakan 

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan 

komprehensif mengenai bagaimana OPD Kecamatan Sukasari mencapai 

tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efesien. Selain melakukan 

perencanaan komprehensif, perencanaan strategi juga dapat digunakan untuk 

melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinetja birokrasi. 

Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, 

tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan 

masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya 

upaya untuk memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen 

dan pemanfaatan teknologi informasi. 

Misi adalah Mengoptimalkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi 

Kecamatan Sukasari melalui peningkatan kualitas SDM aparatur. Urusan 

yang terkait dengan misi ini pada khususnya adalah urusan yang 

berhubungan dengan pelayanan publik, namun secara umum misi ini terkait 
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dengan etos kerja dan profesionalisme aparatur yang ada di seluruh jajaran 

pemerintah Kecamatan Sukasari. 

Strategi dan Arah Kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut 

sasarannya, yaitu : 

1. Strategi : Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Berbasis Kewilayahan 

2. Kebijakan : Peningkatan  Pembinaan dan Pelayanan Administrasi 

Pemerintahan di tingkat Kelurahan/ Desa 

 

2.2. Indikator Kinerja Utama 

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan 

tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 

tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan 

Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran 

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. 

Kecamatan Sukasari telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat 

Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Sukasari Nomor : 

100/7/SK-IKU/2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan 

Sukasari Tahun 2018-2023.  

Tabel 2.4 

 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sukasari 

Tahun 2022 

NO SASARAN IKU 

1 Meningkatnya Kinerja dan 

Pelayanan Publik 

Kecamatan 

Nilai Indeks Kepuasan 
Masyarakat terhadap 

pelayanan di Kecamatan 

2 Terpenuhinya Dukungan 

Manajemen Perkantoran 

Tingkat pemenuhan dukungan 

manajemen perkantoran 
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2.3. PERJANJIAN KINERJA  

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja 

Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian 

Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi 

pemerintah yang termuat dalam Permenpan No. 53 Tahun 2014 disebutkan 

bahwa Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan 

penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan 

SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang 

disertai dengan indikator kinerja.  

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan 

antara Bupati Purwakarta sebagai pemberi amanah dan Kecamatan Sukasari 

sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, 

fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati 

tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, 

tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan 

tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan 

juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun 

sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. 

 Tujuan Penysusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai wujud nyata 

komitmen antara Bupati dan Kecamatan Sukasari untuk meningkatkan 

integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; 

1. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;  

2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan 

sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;  

3. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan 

supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja Camat Sukasari;  

4. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. 

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi 

kondisi terjadinya pergantian atau mutasi pejabat dikarenakan :   
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 Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan 

sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); 

 Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam 

proses pencapaian tujuan dan sasaran. 

Tabel 2.5 

Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukasari Tahun 2022 

NO SASARAN IKU TARGET SATUAN 

1 

Meningkatnya Kinerja 

dan Pelayanan Publik 

Kecamatan 

Nilai Indeks Kepuasan 
Masyarakat terhadap 
pelayanan di 
Kecamatan 

100 % 

2 

Terpenuhinya 

Dukungan Manajemen 

Perkantoran 

Tingkat pemenuhan 
dukungan manajemen 
perkantoran 

80 % 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, 

badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai 

keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada 

pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi 

amanah. Kecamatan Sukasari selaku pengemban amanah masyarakat 

melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sukasari yang dibuat sesuai ketentuan yang 

diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan 

tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-

masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 

Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Tahun 2022.  

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk 

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 

program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi 

Kecamatan Sukasari. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, 

sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi 

instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan 

Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman 

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah.  
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3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja  

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran 

atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran 

diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, 

cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis 

dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja 

sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Predikat Nilai Capaian Kinerja 

No Capaian Kinerja Interpretasi 

1. 

2. 

3. 

> 100 % 

=100 % 

< 100 % 

Melebihi/Melampaui Target 

Sesuai Target 

Tidak Mencapai Target 

 

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis 

pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan 

mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang 

diharapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta 

dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari 

masing-masing kelompok indikator. 

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)  

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka 

setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

yang menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. IKU 

berperan dalam mengubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran) menjadi 

definitif, terukur dan realistis. IKU yang ditentukan akan berdampak terhadap 

perilaku dan budaya yang terbentuk dalam organisasi tersebut.  

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari 

instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Sukasari telah 

menetapkan 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2023. Untuk 

meningkatkan akuntabilitasnya dan juga telah melakukan reviu terhadap 
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Indikator Kinerja Utama. Reviu Indikator Kinerja Utama dilakukan dengan 

memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang 

sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas 

indikator kinerja utama Kecamatan Sukasari tahun 2022 sebanyak 2 (Dua) 

Indikator Kinerja Utama (100%) telah mencapai target. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini 

Tabel 3.2  

Tingkat Pencapaian Sasaran 

No Indikator Kinerja Utama Target Satuan Realisasi 

1 Nilai Indeks Kepuasan  

masyarakat terhadap Pelayanan 

di Kecamatan 

92 % 92 % 

2 Tingkat Pemenuhan Dukungan 

Manajemen Perkantoran 
100 % 86,35 % 

 

Capaian Kinerja yang sesuai target pada Rasio Nilai Indeks Kepuasaan 

Masyarakat terhadap Pelayanan Masyarakat dengan capaian kinerja 92 % dan 

Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran dengan capaian 

kinerja 86,35 % 

 

3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja  

Secara umum Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta telah dapat 

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan Renstra 2018-2023. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk 

mencapai Visi dan Misi Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta Tahun 

2018-2023 sebanyak 2 Sasaran dengan 2 Indikator. Pencapaian kinerja 

Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta sebagai berikut : 

Tabel  3.3  

Capaian Kinerja Tahun 2022 

No 
Indikator 

Kinerja Utama 
Satuan 

2022 Target Akhir 
RPJMD/Renstra 

(2023) 
Capaian 

Target Realisasi 

1 Nilai Indeks 
Kepuasan  
masyarakat 
terhadap 

% 92 92 92 100 
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Pelayanan di 
Kecamatan 

2 Tingkat 
Pemenuhan 
Dukungan 
Manajemen 
Perkantoran 

% 100 86,35 100 80 

 

Metode Evaluasi Kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan 

tingkat pencapain target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dengan 

menggunakan formulir penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan formulir 

pembiayaan dalam pencapain Sasaran sebagaimana terlampir. 

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan 

dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran 

kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 

239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 

2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  

Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja 

makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indicator kinerjanya masing-

masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan 

pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil 

pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat 

capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.  

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian 

indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada 

angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil 

prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 

100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya 

berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja 

untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab 

tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. 
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Dalam laporan ini, Kecamatan Sukasari dapat memberikan gambaran 

penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing masing kelompok 

indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran 

dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen 

Renstra 2018-2023 maupun Renja Tahun 2022. Pengukuran kinerja 

digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan 

sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi 

dan misi instansi pemerintah.  

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Surat Keputusan Kecamatan 

Sukasari Nomor: 100 / 02 / SK-IKU/2018-2023 tentang Indikator Kinerja 

Utama (IKU), telah ditetapkan 2 (Dua) sasaran dengan 2 (Dua) indikator 

kinerja (out comes). 

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan 

kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan 

dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan 

datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi 

dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana 

maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang 

dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang 

dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula 

pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat 

kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, 

evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) 

yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi 

pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Dalam melakukan 

evaluasi kinerja, perlu juga digunakan utuk perbandingan antara lain: 

 kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. 

 kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. 

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah 

dicapai pada tahun 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi 

pada indikator sasaran dari 2 sasaran dan 2 indikator kinerja dari 1 Misi, 
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sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Sukasari tahun 

2018-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan 

kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut : 

Sasaran 1  

Nilai Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Masyarakat 

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 3.4 

Analisis Pencapaian Sasaran 1 

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Masyarakat 

Indikator Kinerja Satuan 
Target 2022 

Capaian % 
Target Realisasi 

Nilai Indeks Kepuasan  
masyarakat terhadap 

Pelayanan di Kecamatan 

% 92 92 100 

 

Pencapaian sasaran ini untuk indikator Rasio Nilai Indeks Kepuasan  

masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan berkisar 92 % dari target 

sebesar 92 yang direncanakan  dalam perjanjian Kinerja Tahun 2022, 

sehingga 100 persentase capaian kinerjanya adalah sesuai target yang 

diperjanjikan. 

Sasaran 2  

Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran  

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 3.5 

Analisis Pencapaian Sasaran 2 

Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran 

Indikator Kinerja Satuan 
Target 2022 

Capaian % 
Target Realisasi 

Tingkat 

Pemenuhan 

Dukungan 

Manajemen 

Perkantoran 

% 100 86,35 86,35 

 

Pencapaian sasaran ini untuk indikator Rasio Tingkat Pemenuhan Dukungan 

Manajemen Perkantoran berkisar 86,35 % dari target sebesar 100 yang 
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direncanakan  dalam perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga 86,35 % 

capaian kinerjanya adalah tidak mencapai target yang diperjanjikan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan 

Sukasari Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 ini merupakan pertanggung 

jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good 

Governance) Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta Tahun 2022. 

Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi 

harapan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokarasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan 

yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.  

LAKIP Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 ini dapat 

menggambarkan kinerja Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta dan 

Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, 

maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan 

keberhasilan dan kegagal
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